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PENUTUP

A. Simpulan

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara
Indonesia dan Persatuan Emirat Arab merupakan bentuk pemenuhan (compliance)
Indonesia dan PEA, sebagai Negara Pihak dari UNCAC. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab belum
maksimal dalam menginterpretasikan ketentuan bantuan hukum timbal balik dalam
UNCAC secara normatif (positivistik). Penulis menemukan bahwa:

1. Secaraumum Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah

Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah mencakup
ketentuan-ketentuan bantuan hukum timbal balik sebagaimana diatur
dalam Pasal 46 ayat (1) s/d (30) dari UNCAC.

2. Ketentuan UNCAC, sebagai instrumen global dalam menanggulangi
korupsi dimaksudkan untuk berlaku secara umum. Secara khusus,
bantuan diberikan terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang diatur
oleh konvensi (Pasal 15 s/d 25 UNCAC). UNCAC pun mengatur ruang
lingkup bantuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (3) huruf j dan k,
sejalan dengan fitur konvensi yang diatur dalam Bab V konvensi. Fitur
aset recovery tidak secara normatif diatur dalam perjanjian bantuan

hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA.
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3. Perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA,
perjanjian tersebut mengatur bahwa bantuan dapat diberikan terhadap
tindak pidana apa pun pada saat permintaan diajukan. Perjanjian ini
tidak mengatur pemberian bantuan yang secara eksplisit diberikan
terhadap tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, perjanjian
tersebut memberikan penekanan terhadap kejahatan-kejahatan yang
berhubungan dengan perpajakan, masalah bea cukai, transfer valuta
asing dan masalah pendapatan lainnya. Jika dilihat dari ruang lingkup
perjanjian, perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral yang hanya
berlaku di antara para pihak (Indonesia dan PEA). Dengan demikian,
perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak saja.

Terdapat modifikasi dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antar kedua
negara. Namun demikian, modifikasi yang ada dalam perjanjian tersebut
harapannya tetap bisa mencapai tujuan dari UNCAC, terutama dalam melakukan

kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

B. Saran

Dalam melakukan kerja sama penegakan hukum, terutama bantuan hukum
timbal balik, otoritas Indonesia haruslah melihat secara luas, instrumen hukum apa
saja yang berlaku antara Indonesia dan PEA dalam hal bantuan hukum timbal balik.
Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan dapat dimintakan secara efektif, dengan

melihat karakter kejahatan dan/ atau tindak pidana, yang pada saat tersebut
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dimintakan bantuan. Komunikasi informal yang dilakukan sebelum permintaan
diajukan pun dapat secara signifikan membantu kelancaran permintaan bantuan.
UNCAC memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dalam hal asset
recovery. Dalam hal asset recovery, sepanjang para pihak menyepakati, Indonesia
dan PEA dapat menggunakan ketentuan bantuan yang berhubungan dengan
pemulihan aset, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) huruf j dan k. Kerja
sama dan koordinasi antar lembaga dapat mendukung efektivitas perjanjian
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan PEA, dan
mekanisme MLA yang ada dalam UNCAC. Kerja sama antar lembaga penegak
hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum
dan HAM dan Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk memberikan pemahaman

yang sama terkait bantuan yang dimintakan atau permintaan bantuan yang diterima.
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